WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota

Menimbang:

Banjarmasin:

1. Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota
Banjarmasin;

2. Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan
Kelurahan;

3. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun
Warga di Wilayah Kota Banjarmasin sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kota
Banjarmasin;

4. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan
Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah,

sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, terkait penataan daerah terutama
penetapan dan pengesahan batas desa/kelurahan diatur
dengan Peraturan Wali Kota;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih
lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga
Kemasyarakatan Daerah dan Lembaga Adat Daerah di
Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota;

. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 huruf b angka
16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan
Wali Kota;



Mengingat:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (Empat)
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT)

PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2001
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2004 tentang

Pembentukkan Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2004 Nomor 27);



Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyrakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyrakatan Rukun Tetangga
dan Rukun Warga di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 42),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAE KOTA BANJARMASIN,
ry

s

IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARM
KALIMANTAN SELATAN : ) ASIN, PROVINSI



